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Abstrak 
Pelecehan seksual di dalam kereta api perkotaan terjadi di kereta campur antara perempuan 
dan laki-laki. Pelecehan tersebut dilakukan pada saat jam sibuk dalam kondisi kereta api penuh 
dan berdesakkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang 
tepat bagi penumpang perempuan kereta api perkotaan terhadap pelecehan seksual yang 
terjadi di dalam perjalanan kereta api. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 
normatif, karena didasarkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan 
Undang-undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, secara spesifik 
mengatur tentang pelecehan seksual bersama dengan peraturan-peraturan lain yaitu Undang-
undang No 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2009, Peraturan Menteri 
Perhubungan No 63 Tahun 2019, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dan UU No 
8 Tahun 1999). Peraturan-peraturan tersebut dapat memberikan kepastian perlindungan 
hukum bagi korban, dan menekan perbuatan abmoral dari pelaku pelecehan seksual, di dalam 
perjalanan kereta api perkotaan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan terkait Standar 
Pelayanan Minimum Perkeretaapian dapat ditambahkan pasal mengenai perlindungan pada 
penumpang perempuan terkait pelecehan seksual di kereta api perkotaan. 
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Abstract 
Particular harassment on urban railroads occurs on mixed trains between women and men. The 
harassment occurred during rush hour when the trains were full and crowded. This study aims to 
analyze the appropriate form of legal protection for female passengers on urban trains related to 
sexual appeasement that occurs on train travel. The research method used is normative juridical 
based on the statutory regulation approach. The enactment of law No 12 of 2022 concerning 
crimes of sexual violence specifically regulates sexual modifiers along with other regulations, 
namely Law No 23 of 2007, Government Regulation No 72 of 2009, Minister of Transportation 
Regulation No. 63 of 2019, and the Criminal Code (KUHP and Law no 8 of 1999). These 
Regulations can provide certainty of legal protection for victims and suppress the immoral acts of 
perpetrators of sexual harassment on urban train journeys. In the regulation of the Minister of 
Transportation regarding Railway Minimum Service Standards, an article can be added 
regarding the protection of female passengers related to sexual violations on urban trains. 
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1. Pendahuluan  

Kereta api perkotaan masih menjadi pilihan favorit pengguna jasa transportasi 
umum, hal ini sesuai dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa 
sepanjang bulan januari 2022 s.d agustus 2022 terdapat total 167.190 ribu penumpang 
kereta api di seluruh Indonesia.[1] 
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Perkeretaapian berdasarkan fungsinya terdiri atas perkeretaapian umum dan 
khusus, dimana untuk perkeretaapian umum terbagi menjadi perkeretaapian perkotaan 
dan antarkota.[2] Perkeretaapian perkotaan yang ada di Indonesia saat ini terdiri dari 
LRT Velodrome-Kelapa Gading, LRT Palembang, LRT jabodebek, MRT Jakarta, KA 
Bandara, KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo, sedangkan untuk kereta antar kota 
antara lain, kereta api PT KAI dan yang akan beroperasi KCJB. Karakteristik kereta 
perkotaan antara lain lewati 1 (satu) provinsi, lewati 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 
(satu) provinsi; dan berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Perkeretaapian perkotaan 
adalah perkeretaapian yang memberikan pelayanan untuk mobilisasi orang dan/atau 
barang dari satu kota ke kota yang lain. Perkeretaapian perkotaan jarak tempuhnya lebih 
dekat daripada kereta api antar kota sehingga tarifnya lebih murah, selain itu kereta api 
perkotaan memperbolehkan adanya penumpang berdiri.  

Adapun permasalahan klasik yang timbul adalah padatnya penumpang kereta api 
perkotaan pada saat jam-jam sibuk. Kereta api perkotaan berada di wilayah kota besar 
seperti KRL Jabodetabek, KRL yogya-solo, LRT Palembang, LRT Velodrome-Kelapa 
Gading, MRT Lebakbulus-Bundaran HI, serta kereta bandara. Jam sibuk atau peak time 
biasanya sesuai dengan jam kantor yaitu antara jam 06.00 s.d 09.00 WIB begitupun pada 
saat jam pulang kantor antara jam 16.00 s.d 19.00 WIB. Pada saat jam sibuk, kereta akan 
penuh penumpang perempuan ataupun laki-laki. Hal ini tidak hanya dialami di 
Indonesia, tetapi juga kota-kota besar di negara lain di dunia. Di Tokyo Jepang walau 
penuh disaat jam-jam sibuk, pengguna kereta tetap tertib antri, tidak ada yang saling 
dorong dan memberi jalan keluar bagi penumpang yang akan turun.[3]  

Secara fisik perempuan lebih lemah daripada laki-laki, karenanya beberapa operator 
mempunyai kebijakan berupa gerbong kereta api khusus perempuan. Di Indonesia, 
untuk kereta api perkotaan KRL Jabodetabek dan KRL Yogya-Solo sudah disediakan 
gerbong kereta khusus untuk perempuan, dimana terletak di satu rangkaian kereta 
paling depan dan satu rangkaian di kereta paling belakang, dan berlaku terus sepanjang 
kereta api beroperasi. PT MRTJ juga menyediakan kereta khusus untuk perempuan, 
tetapi hanya untuk jam sibuk pada saat jam 07.00 WIB s.d 09.00 WIB dan jam 17.00 WIB 
s.d 19.00 WIB.[4] 

Terdapat beberapa kasus pelecehan seksual yang terjadi di kereta api perkotaan. 
Situalsi berdesalkaln di dallalm KRL menjadi kondisi yang dimalnfalaltkaln oleh palral pelalku 
pelecehaln seksuall untuk melalncalrkaln alksinyal kepaldal penumpalng. Balnyalk dialntalral 
penumpalng walnital yalng seringkalli menjaldi korbaln pelecehaln seksuall. Kasus pertama 
terjadi saat korban berdiri didalam gerbong kereta yang penuh, dan kemudian korban 
melihat pelaku yang semula berdiri didepannya kemudian pindah berdiri tepat di depan 
korban. Awalnya korban masih berpikir positif, menganggap bahwa pelaku mencari 
posisi lebih nyaman di dalam kereta yang penuh. Waktu dan tempat kejadian pelecehan 
seksual tersebut terjadi pukul 07.00 WIB di KRL KA 1452, dan peristiwa tersebut 
disampaikan secara resmi juga oleh PT KCI. Selanjutnya, korban dimintai keterangan 
untuk melaporkan kejadian tersebut ke pos petugas Stasiun Jatinegara. Terduga pelaku 
tidak mengakui perbuatan yang dilakukannya, serta merasa korban tidak mempunyai 
bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan pelecehan seksual. Korban merasa 
bahwa dalam proses pelecehan seksual yang dialaminya tidak dibantu dengan baik oleh 
sehingga korban merekam petugas stasiun yang tidak membelanya saat pelecehan 
terjadi dan akan memviralkan di media sosial. Korban memilih memviralkan kejadian 
tersebut daripada memproses ke pihak yang berwajib.[5] 

Kasus lainnya berdasarkan informasi dari korban yang diedarkan melalui akun 
media sosialnya (twitter @kochengable), bahwa korban mendapati pengallalmaln tidalk 
mengenalkkaln yalng terjaldi kepaldalnyal dengaln aldal penumpalng lalki-lalki yalng onalni, sertal 
meremals-remals palntaltnyal paldal halri kalmis, 27 Oktober 2022. Pelalku menyodorkaln 
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kemallualnnyal setialp kalli KRL mengerem daln memalnfalaltkaln kesempaltaln tersebut untuk 
mendorong-dorong kemallualnnyal ke palntalt korbaln yalng tidalk bisal bergeralk kalrenal 
posisi di dallalm keretal yalng penuh berdesalkaln. Selalin itu, korbaln mengaltalkaln balhwal 
dirinyal jugal mengallalmi pelecehaln di KRL sehalri sebelumnyal, 25 Oktober 2022. Korbaln 
meralsal bokongnyal diremals oleh penumpalng prial dalri belalkalng. Pelecehaln itu terjaldi 
paldal Jumalt, 15 Juli 2022 sekitalr pukul 16.10 WIB daln Salbtu, 16 Juli 2022. [6]  

Kalsus berikutnya terjaldi paldal halri Kalmis talnggall 14 Juli 2022 di KRL relalsi Jalkalrtal-
Bogor. Dallalm video yalng beredalr, terlihalt pelalku berdiri di sallalh saltu sudut pintu KRL. 
Sementalral korbaln duduk di kursi penumpalng dekalt pelalku yalng sedalng tertidur. Prial 
tersebut sempalt mendekalti korbaln untuk melalkukaln alksi calbulnyal. Nalmun alksi itu 
urung dilalkukaln kalrenal korbaln terbalngun dalri tidurnyal. Pihalk KAlI Commuter 
merespons peristiwa tersebut dan Petugals berhalsil menalngkalp pelalku di Stalsiun Palsalr 
Minggu.[7] 

Sejalan dengan fenomena kasus-kasus tersebut, Khisma Rahmitha Rivka Yani dan 
Putri Nabila (2021) dalam hasil penelitiannya menyaltalkaln balhwal kalwalsaln publik 
menjaldi tempalt terjaldinyal kekeralsaln terhaldalp perempualn dengaln persentalse sebesalr 
90 persen. Sallalh saltu kalwalsaln publik yalng menjaldi tempalt terjaldinyal pelecehaln seksuall 
balgi perempualn aldallalh kereta api perkotaan. Perempualn yalng menjaldi korbaln 
pelecehaln seksuall di wilalyalh stalsiun KRL altalu balhkaln dallalm KRL sendiri raltal-raltal 
beralsall dalri kallalngaln malhalsiswi.[8]  

Dengan demikian, permasalahan yang dikaji yaitu terkait bentuk perlindungaln 
hukum seperti apa yang seharusnya diperoleh oleh penumpalng perempualn keretal alpi 
perkotalaln apabila mengalami pelecehaln seksuall di dalam perjalanan kereta api 
perkotaan pada saat jam sibuk.  
 

2.   Metode  

Penelitialn ini menggunakan metode yuridis normaltif, dengan pendekaltaln 
perundalng-undalngaln (statute approach). Daltal yalng digunakan untuk penelitialn ini 
aldallalh daltal sekunder seperti peralturaln perundalng-undalngaln, keputusaln pengaldilaln, 
teori hukum daln dalpalt berupal pendalpalt palral salrjalnal. Dalam penelitian ini, peraturan 
perundang-undangan di analisis secara urut sesuai hirarki peraturan perundang-
undangan dengan mengacu pada Undang-Undang No 12 Tahun tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan yaitu UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, 
Perda provinsi serta Perda Kota/Kabupaten. Metode yalng digunalkaln dallalm 
mengalnallisis daln mengolalh daltal ini aldallalh metode alnallisis kuallitaltif yalitu dengaln 
menjelalskaln daltal-daltal yalng aldal dengaln kaltal-kaltal altalu pernyaltalaln bukaln dengaln angka-
angka. Adapun pernyataannya berupa solusi hukum. 

 

3.    Pembahasan  

3.1  Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Penumpang 
Perempuan di Kereta Api Perkotaan 

Pelecehaln seksuall merupalkaln sallalh saltu bentuk kekeralsaln seksuall. Pelecehaln 
seksuall aldallalh perbualtaln yalng dilalkukaln dallalm bentuk fisik altalu nonfisik yalng tidalk 
dikehendalki dengaln calral mengalmbil galmbalr, mengintip, memberikaln isyalralt bermualtaln 
seksuall, memintal seseoralng melalkukaln perbualtaln yalng demikialn paldal dirinyal, 
memperlihaltkaln orgaln seksuall balik secalral lalngsung altalu menggunalkaln teknologi, 
melalkukaln tralnsmisi yalng bermualtaln seksuall daln melalkukaln sentuhaln fisik.[9] 

Menurut Kalmus Besalr Balhalsal Indonesial (KBBI), alrti kalsus pelecehaln seksuall aldallalh 
kalsus yalng terkalit dengaln perlalkualn seseoralng terhaldalp oralng lalin, terutalmal lalwaln 
jenis, dengaln kekeralsaln seks, seperti perkosalaln daln tindalkaln pelalmpialsaln nalfsu 
beralhi.[10] 
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Mengacu pada palsall 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait 
jenis daln hieralrki peralturaln perundalng-undangaln malka peraturan perundang-
undangan terkait kekerasan seksual di kereta api perkotaan antara lain: UUD 1945 
didalamnya diatur tentalng halk walrgal negalral dallalm palsall 27 s.d palsall 34. Dalam palsall 28 
huruf b dinyaltalkaln balhwal setialp alnalk berhalk altals kelalngsungaln hidup, tumbuh, daln 
berkembalng sertal berhalk altals perlindungaln dalri kekeralsaln daln diskriminalsi. Selalin itu 
dallalm Palsall 28 Huruf I dinyaltalkaln balhwal untuk menegalkkaln daln melindungi halk alsalsi 
malnusial sesuali dengaln prinsip negalral hukum yalng demokraltis, malkal pelalksalnalaln halk 
alsalsi malnusial dijalmin, dialtur, daln ditualngkaln dallalm peralturaln perundalng-undalngaln. 
Berdalsalrkaln hall tersebut di altals malkal perlindungaln terhaldalp walrgal negalral merupalkaln 
sallalh saltu bentuk perlindungaln terhaldalp halk alsalsi malnusial, yalng alkaln ditualngkaln ke 
dallalm peralturaln perundalng-undalngaln.[11]  

Perkeretalalpialn sebalgali balgialn yalng tidalk terpisalhkaln dalri sistem tralnsportalsi 
nalsionall diselenggalralkaln berdalsalrkaln “alsals kealdilaln” artinya perkeretalalpialn halrus 
dalpalt memberi pelalyalnaln kepaldal segenalp lalpisaln malsyalralkalt dengaln bialyal yalng 
terjalngkalu sertal memberi kesempaltaln berusalhal daln perlindungaln yalng salmal kepaldal 
semual pihalk yalng terlibalt dallalm perkeretalalpialn. Kemudian dalam palsall 131 alyalt 1 
Undang-undang No. 23 Talhun 2007 tentalng Perkeretalalpialn (UU Perkeretaapian) 
menyatakan bahwa penyelenggalral salralnal perkeretalalpialn waljib memberikaln falsilitals 
khusus daln kemudalhaln balgi penyalndalng calcalt, walnital halmil, alnalk di balwalh limal talhun, 
oralng salkit, daln oralng lalnjut usial.[2] 

Untuk peralturaln di balwalh UU No 23 Talhun 2007 tentalng Perkeretalalpialn terdalpalt 
beberapa peraturan berupa Peralturaln Pemerintalh daln Peralturaln Menteri Perhubungaln.  
1) Peraturan Pemerintah No 72 Talhun 2009 tentalng Lallu-lintals daln Alngkutaln Keretal 

Alpi dallalm Palsall 134 alyalt 2 huruf B untuk stalndalr pelalyalnaln minimum di keretal alpi 
perkotalaln palling sedikit meliputi: pintu daln jendelal; tempalt duduk dengaln 
konstruksi tetalp yalng mempunyali salndalraln; lalmpu peneralngaln; penyejuk udalral; 
ralk balgalsi; falsilitals khusus daln kemudalhaln balgi penyalndalng calcalt, walnital halmil, 
alnalk di balwalh 5 (limal) talhun, oralng salkit, daln oralng lalnjut usial; falsilitals pegalngaln 
untuk penumpalng berdiri;  falsilitals kesehaltaln, keselalmaltaln daln kealmalnaln; 
informalsi galnggualn perjallalnaln keretal alpi; daln  ketepaltaln jaldwall perjallalnaln keretal 
alpi.[12] 

2) Peraturan Menteri Perhubungan No 63 Talhun 2019 tentalng stalndalr pelalyalnaln 
minimum alngkutaln oralng dengaln keretal alpi terdalpalt indikaltor-indikaltor untuk 
stalndalr pelalyalnaln minimum di stalsiun keretal daln jugal di dallalm perjallalnaln keretal. 
Secara keseluruhaln peralturaln perundalngaln tersebut belum secalral spesifik 
mengaltur ketentualn terkalit pelecehaln seksuall di dallalm perjallalnaln keretal alpi.[13] 

 
UU Perkeretalalpialn tidalk secalral spesifik mengaltur tentalng pelecehaln seksuall yalng 

terjaldi didallalm perjalanan keretal alpi altalupun pada saat berada di stalsiun. Tindak pidana 
kekeralsaln seksuall di dallalm keretal alpi secara tersirat dialtur di dallalm Palsall 2.  

Dallalm Kitalb Undalng-undalng Hukum Pidalnal (KUHP) untuk kejalhaltaln-kejalhaltaln 
yalng termalsuk sebalgali kejalhaltaln kesusilalaln yalitu kejalhaltaln kesusilalaln yalng 
berhubungaln dengaln malsallalh seksuall, dialtur dallalm Buku III KUHP mulali Palsall 281 
salmpali dengaln Palsall 299.[14] Kekeralsaln/pelecehaln seksuall yalng terjaldi paldal seoralng 
perempualn dikalrenalkaln sistem taltal nilali yalng mendudukkaln perempualn sebalgali 
malkhluk yalng lemalh daln lebih rendalh dibalndingkaln lalki-lalki; perempualn malsih 
ditempaltkaln dallalm posisi subordinalsi daln malrginallisalsi yalng halrus dikualsali, 
dieksploitalsi daln diperbudalk lalki-lalki daln jugal kalrenal perempualn malsih dipalndalng 
sebalgali second clalss citizens. 

KUHP mengatur beberapa perbualtaln yalng malsuk kaltegori kekeralsaln/ pelecehaln 
seksuall yalitu: merusalk kesusilalaln di depaln umum (Palsall 281, 283, 283 bis); perzinalhaln 
(Palsall 284); pemerkosalaln (Palsall 285); pembunuhaln (Palsall 338); pencalbulaln (Palsall 289, 
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290, 292, 293 (1), 294, 295 (1). Berdalsalrkaln hall tersebut, malkal kekeralsaln/pelecehaln 
seksuall yalng terjaldi di depaln umum malsuk kaltegori dalpalt dikenalkaln salnksi pidalnal jugal 
sesuali ketentualn yalng terdalpalt dallalm KUHP.[15] Perbuatan cabul menurut R.Soesilo iallalh 
segallal perbualtaln yalng melalnggalr kesusilalaln (kesopalnaln) altalu perbualtaln yalng keji, 
semualnyal dallalm lingkungaln  nalfsu biralhi kelalmin, misallnyal: cium-ciumaln, malralbal-ralbal 
alnggotal kemallualn, meralbal-ralbal bualh daldal dsb. Istilalh perbualtaln calbul pada KUHP di 
atur dallalm KUHP pasal 289 salmpali dengaln Palsall 296.[16] 

Perempuan yang menaiki kereta api perkotaan merupakan konsumen/pengguna 
jasa transportasi umum. Oleh karena itu terdapat perlindungaln hukum dalam Undang-
undang No 8 Talhun 1999 tentalng Perlindungaln Konsumen (UU Perlindungan 
Konsumen). Adapun beberapa tujualn dalri diberlalkukalnnyal UU Perlindungan Konsumen 
yaitu untuk meningkaltkaln halrkalt daln malrtalbalt konsumen. Dallalm palsall 3 Perlindungaln 
konsumen bertujualn:  
1) Meningkaltkaln kesaldalraln, kemalmpualn daln kemalndirialn konsumen untuk 

melindungi diri;  
2) Mengalngkalt halrkalt daln malrtalbalt konsumen dengaln calral menghindalrkalnnyal dalri 

ekses negaltif pemalkalialn balralng daln/altalu jalsal;  
3) Meningkaltkaln pemberdalyalaln konsumen dallalm memilih, menentukaln, daln 

menuntut halk-halknyal sebalgali konsumen;  
4) Menciptalkaln sistem perlindungaln konsumen yalng mengalndung unsur kepalstialn 

hukum daln keterbukalaln informalsi sertal alkses untuk mendalpaltkaln informalsi;  
5) Menumbuhkaln kesaldalraln pelalku usalhal mengenali pentingnyal perlindungaln 

konsumen sehinggal tumbuh sikalp yalng jujur daln bertalnggungjalwalb dallalm 
berusalhal;  

6) Meningkaltkaln kuallitals balralng daln/altalu jalsal yalng menjalmin kelalngsungaln usalhal 
produksi balralng daln/altalu jalsal, kesehaltaln, kenyalmalnaln, kealmalnaln, daln 
keselalmaltaln konsumen.[17] 

Pemerintah dengan DPR telalh mengesalhkaln UU No 12 Talhun 2022 tentalng Tindalk 
Pidalnal Kekeralsaln Seksuall (UU TPKS). Pengertialn kekeralsaln seksuall dallalm peraturan 
tersebut aldallalh segallal perbualtaln yalng memenuhi unsur tindalk pidalnal sebalgalimalnal 
dialtur dallalm peraturan ini daln perbualtaln kekeralsaln seksuall lalinnyal sepalnjalng 
ditentukaln dallalm peraturan tersebut. Palsall 2 berisi tentang  pengaturan untuk 
kekerasan seksuall didalsalrkaln paldal alsals penghalrgalaln altals halrkalt daln malrtalbalt 
malnusial; alsals nondiskriminalsi; alsals kepentingaln terbalik balgi korbaln; alsals kealdilaln; 
alsals kemalnfalaltaln; daln alsals kepalstialn hukum.[18] Beberalpal terobosaln dallalm UU TPKS 
terkait perlindangan terhadap korban pelecehan/kekerasan seksual alntalral lalin:  
1) Selalin penguallifikalsialn jenis tindalk pidalnal kekeralsaln seksuall jugal terdalpalt tindalk 

pidalnal lalin yalng dinyaltalkaln secalral tegals sebalgali tindalk pidalnal kekeralsaln seksuall 
sebalgalimalnal dialtur dallalm ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln lalinnyal;  

2) Terdalpalt pengalturaln hukum alcalral yalng komprehensif mulali talhalp penyidikaln, 
penuntutaln, daln pemeriksalaln di sidalng pengaldilaln dengaln tetalp memperhaltikaln 
daln menjunjung tinggi halk alsalsi malnusial, kehormaltaln, daln talnpal intimidalsi; 

3) Halk Korbaln altals penalngalnaln, perlindungaln, daln pemulihaln sejalk terjaldinyal tindalk 
pidalnal kekeralsaln seksuall merupalkaln kewaljibaln negalral daln dilalksalnalkaln sesuali 
dengaln kondisi daln kebutuhaln korbaln. Terdapat perhaltialn yalng besalr terhaldalp 
penderitalaln korbaln dallalm bentuk pemberialn Restitusi. Adapun restitusi diberikaln 
dari pelalku sebalgali galnti kerugialn kepada korbaln. Bahkan apabilal halrtal kekalyalaln 
terpidalnal yalng disital tidalk mencukupi bialyal restitusi, negalral memberikaln 
kompensalsi kepaldal korbaln sesuali dengaln putusaln pengaldilaln; daln  

4) Perkalral tindalk pidalnal kekeralsaln seksuall tidalk dalpalt dilalkukaln penyelesalialn di lualr 
proses peraldilaln, kecualli terhaldalp pelalku Aanalk. 
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3.2  Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Perempuan Kereta Api 
Perkotaan Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian 

PT. MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta sebagai penyelenggara prasarana dan sarana 
perkeretaapian sesuai dengan peraturan yang ada mempunyai indikaltor untuk menilali 
pelalyalnaln minimum penggunal keretal alpi MRT Jalkalrtal aldallalh talngible, responsiveness, 
alssuralnce, emphalty. Aldalpun emphalty aldallalh sikalp pegalwali dallalm memberikaln ralsal 
peduli daln perhaltialn kepaldal penumpalng keretal MRT.[19] Emphalty aldallalh indikaltor yalng 
palling diperlukaln untuk mendukung korbaln pelecehaln seksuall memperoleh dukungaln 
dalri lingkungaln sekitalr paldal salalt terjaldinyal pelecehaln seksuall di dallalm perjallalnaln 
keretal alpi. 

Isu mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan didasari oleh tingginya angka 
kekerasan terhadap perempuan di Indonesia telah didokumentasikan oleh Komnas 
Perempuan dari hasil laporan beberapa lembaga pengadalayanan maupun lembaga 
peradilan yang bekerja sama dengan Komnas Perempuan.  Berdasarkan data yang ada 
terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2006-2017 di 
Indonesia, selain itu dengan perkembangan IPTEK jenis kekerasan seksual juga semakin 
beragam.[20] 

Terkait dengan perkembangan isu pelecehan seksual di kereta api, sallalh saltu 
operaltor keretal alpi perkotalaln salalt ini yaitu PT. KAlI (Kereta Api Indonesia) sudah 
sepatutnya melakukan peninjauan kembali terhadap Stalndalrt Operaltion Procedure (SOP) 
yalng berlalku. SOP milik PT. KAlI malsih bersifalt umum, berupal lalralngaln untuk tidalk 
menggalnggu kenyalmalnaln penumpalng lalinnyal. Lalralngaln dallalm SOP tidalk menyebutkaln 
secalral spesifik bentuk galnggualn kenyalmalnaln seperti pelecehaln seksuall. Hall tersebut 
menyebalbkaln korbaln tindalk pidalnal pelecehaln seksuall di dallalm keretal alpi sering kalli 
meralsal tidalk diperhaltikaln daln menimbulkaln kerugialn balgi korbaln daln bukaln talnggung 
jalwalb dalri PT. KAlI. Penyelenggalralaln, pengembalngaln daln pengalturaln mengenali 
perlindungaln konsumen yalng direncalnalkaln sehalrusnyal dalpalt dilalksalnalkaln oleh PT KAlI, 
sehinggal hall tersebut dalpalt meningkaltkaln malrtalbalt daln kesaldalraln konsumen, sertal 
secalral tidalk lalngsung memberikaln efek jeral terhaldalp pelalku tindalk pidalnal pelecehaln 
seksuall daln memberi perlindungaln balgi konsumen.[21] 

Sebalgalimalnal terdalpalt dallalm UU Perlindungan Konsumen Palsall 4 alyalt (1) memualt 
tentalng halk altals kenyalmalnaln, kealmalnaln daln keselalmaltaln konsumen. PT. KAlI 
dihalralpkaln secalral khusus melalkukaln pengalwalsaln altals peristiwal-peristiwal pelecehaln 
seksuall yalng sering kalli meresalhkaln penggunal jalsal keretal alpi. Sedalngkaln paldal 
kenyaltalalnnyal di dallalm SOP PT. KAlI halnyal terdalpalt limal poin saljal, yalitu bilal terjaldinyal 
kehilalngaln balralng altalu pencurialn, terdalpalt penumpalng merokok di dallalm gerbong 
altalupun di alreal yalng dilalralng di sekitalr stalsiun, terdalpalt konsumen yalng membualng 
salmpalh tidalk paldal tempaltnyal, galnggualn operalsionall paldal keretal alpi, daln galnggualn 
kealmalnaln keretal alpi. Dallalm kelimal poin tersebut tidalk saltu pun prosedur yalng 
mengaltur tentalng tindalkaln pelecehaln seksuall terhaldalp penumpalng, yalng salngalt sering 
menjaldi keresalhaln balgi penumpalng.[21] 

Namun demikian, berdalsalrkaln daltal dalri PT. KAI pihaknya salmal sekalli tidalk alkaln 
mentolerir kejaldialn pelecehaln seksuall terhaldalp penumpalng keretal alpi (dallalm hall ini 
korbalnnyal aldallalh perempualn) daln pemblalcklistaln tersebut alkaln diberlalkukaln terhaldalp 
pelalku dallalm berbalgali lalyalnaln PT. KAlI lalinnyal. PT. KAlI menolalk memberikaln pelalyalnaln 
terhaldalp pelalku yalng sudalh melalnggalr etikal daln berbualt alsusilal yalng sekalligus 
merendalhkaln malrtalbalt pelalnggaln lalinnyal terutalmal terhaldalp perempuan. PT KAlI 
berkomitmen untuk memberikaln lalyalnaln prioritals kepaldal lalnsial, disalbilitals daln walnital 
halmil. Alsdo Alrtriviyalnto selaku EVP Corporalte Secretalry KAlI (2022) dallalm 
keteralngalnnya menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam mencegalh terjadinya 
pelecehan seksual di dalam perjalanan kereta api yaitu melalui sosiallisalsi dan 
pengumumaln di berbalgali medial sertal pengumumaln di stalsiun daln selalmal perjallalnaln. 
Upaya yalng diteralpkaln PT KAlI tersebut diharapkan dapat memberikaln efek jeral daln 
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mencegalh pelalku melalkukaln hall yalng serupal di kemudialn halri. Pemblalcklistaln 
dilalkukaln terhaldalp Nomor Induk kependudukaln (NIK) pelaku kekerasan seksual 
sehinggal tidalk dalpalt menggunalkaln lalyalnaln PT KAlI di kemudialn halri.[22]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Terkalit allalt bukti yalng salh dallalm pembuktialn tindalk pidalnal kekeralsaln seksuall 
berdasarkan Palsall 24 alyalt 1 UU TPKS alntalral lalin allalt bukti sesuali dallalm hukum alcalral 
pidalnal; allalt bukti lalin berupal informalsi elektronik daln/altalu dokumen elektronik 
sebalgalimalnal dialtur dallalm ketentualn peralturaln perundalng-undalngaln; daln balralng bukti 
yalng digunalkaln untuk melalkukaln tindalk pidalnal altalu sebalgali halsil tindalk pidalnal 
kekeralsaln seksuall daln/altalu bendal altalu balralng yalng berhubungaln dengaln tindalk pidalnal 
tersebut. Kemudialn paldal alyalt 2 allalt bukti keteralngaln salksi yalitu halsil pemeriksalaln 
terhaldalp salksi daln/altalu korbaln paldal talhalp penyidikaln melallui perekalmaln elektronik. 
Paldal alyalt 3 allalt bukti suralt alntalral lalin suralt keteralngaln psikolog klinis daln/altalu 
psikialter/dokter spesiallis kedokteraln jiwal; rekalm medis; halsil pemeriksalaln forensik; 
daln/altalu halsil pemeriksalaln rekening balnk. 

Paldal palsall 25 alyalt 1 UU TPKS keteralngaln salksi daln/altalu korbaln cukup untuk 
membuktikaln balhwal terdalkwal bersallalh jikal disertali dengaln 1 (saltu) allalt bukti salh 
lalinnyal daln halkim memperoleh keyalkinaln balhwal benalr telalh terjaldi tindalk pidalnal daln 
terdalkwallalh yalng bersallalh melalkukalnnyal. Hall ini yalng seringkalli algalk memberaltkaln 
korbaln dikalrenalkaln kealdalaln di dallalm perjallalnaln keretal alpi yalng paldalt di salalt jalm-jalm 
sibuk. Penumpalng berdimpitaln sehinggal untuk mendalpaltkaln saltu allalt bukti, misallnyal 
merekalm perbualtaln pelalku paldal salalt melalkukaln alksinyal algalk susalh dilalkukaln. Due 
process of lalw dialrtikaln sebalgali seperalngkalt prosedur yalng disyalraltkaln oleh hukum 
sebalgali stalndalr beralcalral dallalm hukum pidalnal yalng berlalku universall.[23] 

Allalt bukti berdalsalrkaln Palsall 184 dallalm Kitalb Undalng-Undalng Hukum Alcalral Pidalna 
(KUHAP) yaitul: Keteralngaln salksi; Keteralngaln alhli; Suralt; Petunjuk; Keteralngaln 
terdalkwal. Oleh kalrenal itu, alpalbilal didugal terjaldi pelecehaln seksuall, hall-hall yalng dalpalt 
digunalkaln untuk membalntu pembuktialn kalsus kekeralsaln seksuall aldallalh kelimal hall di 
altals. Terkalit kalsus terkalit pencalbulaln altalu perkosalaln, bialsalnyal menggunalkaln sallalh saltu 
allalt bukti berupal visum et repertum. Paldal alkhirnyal keputusaln mengenali masuk tidaknya 
kategori tindalkaln kekeralsaln seksuall alkaln dikemballikaln lalgi kepaldal putusaln halkim.  

Pembuktialn paldal kekeralsaln psikis tidalklalh semudalh pembuktialn kekeralsaln fisik. 
Kalrenal pembuktialn kekeralsaln fisik mudalh terlihalt oleh maltal daln dalpalt dibuktikaln 
dengaln visum et repertum sedalngkaln bukti dalri kekeralsaln psikis tidalk terlihalt kalrenal 
ralsal salkitnyal halnyal dalpalt diralsalkaln oleh korbaln melallui baltin daln jiwalnyal. Oleh kalrenal 
itu, upalyal pengungkalpaln falktal dallalm perkalral kekeralsaln psikis seringkalli mengallalmi 
kesulitaln. Dallalm kalitalnnyal untuk mengungkalp alkibalt psikis dalri kekeralsaln seksuall, 
malkal diperlukaln balntualn alhli yalitu psikolog altalu psikialter yalng memalng alhli dallalm hall 
kejiwalaln daln telalh mempelaljalri mengenali kesehaltaln mentall oralng lalin secalral lebih 
mendallalm.[24] 

Aparat penegalk hukum halrus memperkualt sistem pengungkalpaln altalu investigalsi 
dallalm pembuktialn kalsus kekeralsaln seksuall. Balnyalknyal kesulitaln dallalm penalngalnaln 
kalsus kekeralsaln seksuall menyebalbkaln balnyalk kalsus yalng tidalk dibalwal ke ralnalh 
pengaldilaln, balhkaln talk jalralng kital melihalt berital balhwalsalnyal lalporaln korbaln pelecehaln 
altalu kekeralsaln seksuall ditolalk oleh alpalralt penegalk hukum kalrenal sulitnyal pembuktialn. 
Sulitnyal dallalm proses pembuktialn dikalrenalkaln ketikal terjaldinyal kekeralsaln seksuall 
paldal umumnyal dilalkukaln talnpal aldalnyal kehaldiraln oralng lalin.[25] Hall ini halrus dalpalt 
dialtalsi kalrenal beralkibalt paldal pelalku yalng tidalk mendalpaltkaln konsekuensi, korbaln yalng 
teralbalikaln, daln potensi terjaldinyal kalsus kekeralsaln seksuall terulalng kemballi.  

Dallalm proses pembuktialn kekeralsaln seksuall, alpalralt penegalk hukum tidalk boleh 
bersifalt diskriminaltif. Dengan tidalk menyallalhkaln korbaln altalupun memberikaln stigmal 
buruk kepaldal korbaln. Hall ini dikalrenalkaln korbaln yalng telalh bersedial daltalng dengaln 
kondisi yalng malsih meralsal depresi, daln talkut,l butuh perlindungaln dan jangan sampai 
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mendalpalti talnggalpaln seseoralng yalng menyallalhkaln korbaln (Victim Blalming) sehingga 
memperburuk kealdalaln korbaln.[26], [27] 

Oleh kalrenal itu pencegalhaln sebenalrnyal alkaln lebih efektif dilalkukaln untuk 
meminimallisisr terjaldinyal pelecehaln seksuall. Dallalm melalkukaln pencegalhaln seksuall 
terhaldalp pelecehaln seksuall memalng sedikit mengallalmi kendallal, untuk melalwaln 
memalng halrus dibutuhkaln keberalnialn dalri korbaln daln jugal kepedulialn lingkungaln 
sekitalr terhaldalp perilalku bejalt tersebut. Untuk korbaln yalng meralsal dilecehkaln 
sebaliknyal lalngsung melalwaln daln bilal perlu terialk algalr bisal menciutkaln mentall si pelalku 
daln jugal bisal membualt lingkungaln sekitalr menjadil talhu daln peduli terhaldalp perlalkualn 
keji tersebut. Selalin itu jugal dibutuhkaln sosiallisalsi dalri orgalnisalsi peduli perempualn 
algalr malsyalralkalt palhalm daln talhu calral mencegalh daln mengaltalsi permalsallalhaln yalng aldal. 
Balhkaln jikal perlu melalkukaln penyuluhaln daln kerjal salmal terhaldalp beberalpal perusalhalaln 
penyedialaln jalsal tralnsportalsi umum untuk mencegalh terjaldinyal pelecehaln seksuall.[28] 

 

4.   Kesimpulan  

Perlindungan hukum untuk penumpang perempuan kereta api perkotaan dapat 
menggunakan payung hukum Undang-undang No 12 Talhun 2022 tentalng Tindalk Pidalnal 
Kekeralsaln Seksuall. Peraturan tersebut lebih spesifik mengaltur tentalng pelecehaln 
seksuall, sebagaimana asas lex spesialis derogate lex generalis. Peralturaln lainnya yang 
dapat dijadikan payung hukum adalah Undang-undang No 23 Talhun 2007, Peralturaln 
Pemerintalh No 72 Talhun 2009, Peralturaln Menteri Perhubungaln No 63 Talhun 2019, 
Kitalb Undalng-Undalng Hukum Pidalnal (KUHP) dan Undang-undang No 8 Talhun 1999 
tentalng Perlindungaln Konsumen. Dalam hukum pidana untuk menjerat pelaku dengan 
pidana maka diperlukan adanya alat bukti. Saat ini sudah banyak edukasi agar 
penumpang perempuan yang menjadi korban pelecehaln seksual di dallalm perjallalnaln 
keretal alpi untuk merekalm pelalku paldal salalt melalkukaln alksi albmorallnya,l algalr dalpalt 
dijaldikaln allalt bukti. Selain itu kepedulian dari penyelenggara sarana 
perkeretaapian/operator berupa SOP ataupun sanksi blacklist selamanya terhadap 
pelaku dapat membantu meminimalisir terjadinya pelecehan seksual di perjalanan 
kereta api perkotaan. 
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